
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         :   051.2/Kep.593   -Kec. Tengahtani/2022
LAMPIRAN    :    1 (satu ) Lanpiran

TENTANG

PERUBAIIAN RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAHTANI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Meninbang        :   a.     bahwa   Renja   Perangkat   Daerah   disusun   sistematis
dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran  yang  disertai  indikator  kinelja  dan  pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang  disusun  bexpedoman  kepada  Renstra  Perangkat
Daerah dan RKPD;

b.    bahwa     Peran8kat     Daerah     menyusun     rancangan
perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Kepala
Daerah  tentang Pedoman Penyusunan  Perubahan  Renja
Peran9kat  Daerah  dengan  belpedoman  pada  Rancangan
Perubahan  RKPD  dan  hasil  pengendalian  pelaksanaan
Renja sampai dengan triwulan 11 Tahun beljalan;

c.     bahwa berdasarkan Pasal 364,  Pasal 365 dan Pasal 367
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang     Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan  Jan8ka  Menengah  Daerah,   Serta     Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah,     dan    Rencana    Keria    Pemerintah    Daerah,
diamanatkan bahwa Rancangan Alchir Perubahan  Renja
disampaikan   oleh   kepala   Perangkat   Daerah   kepada
Kepala   Bappelitbangda      untuk   diverifikasi,       setelah
diverifikasi     dan     disempumakan     rancangan     akhir
Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala
Daerah   untuk   ditetapkan   dengan   Keputusan   Kepala
Daerah;

d.    bahwa berdasarhan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  hunif a,  huruf b  dan  huruf c  perlu  menetapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Perubahan   Rencana   Ken.a
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ;



Men8in8at :   1.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentu ham       Daerah-Daerah       Kabu paten       Dalam
Lingkungan     Propinsi     i)jawa    i3arat     (i3erita     Negara
Republik   Indonesia     Tahun   1950)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang    Pembentukan    Kabupaten    Purwakarta    dan
Kabupaten  Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang
Nomor      14      Taliun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi
Djawa   Barat    (I,embaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   I.embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;

2.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (I,embaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3,    Undang-Undang     No]rmr     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan           Daerah           ( Lembaran           Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah,  terakhir dengan
Undang.-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua   atas   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014
tentang     Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4.    Undang-Undang  Nomor  2  Talunl  2020  tentang  Fth-etapan
Peraturan  Pemerintali  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan
Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi
Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan./atEra  dalarn
rangka    menghadapi    Ancarnan    yang    memhahayakan
Perekonomian    Nasional    dan/atau    Stabilitas    Sistem
Keuangan   menjadi   Undang-Undang   (I,embaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;

5.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Talun   2016   tentang
Perangkat  Daerah   (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Repumk Indonesia Nomor 5887)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tchun 2019 tentang
Fchihaha  afas  Pena±unari  Pemednfah  Nomor  18  Tchun  2016
tentang       Perangkat       Daerah       (Lembaran       Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun   2017   tentang
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil    (I,embaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  M-anajiemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2020   Nomor  68,   Tambahan   I,embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6477) ;
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7.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang
Standar      Pelayanan      Minimal      (Lembaran      Negara
Republik  indonesia  Tahun   2018   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

8.    Perafurm Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
qLemba]an Near:a Republik Indonesia Tchun 2018 Nomor  73,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 6205) ;

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
R±ubpfrL±ankanE'g;:eas];aej:#]rkn]n2d°±9est¥°Nm:or4%'32T2#bahan

10.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor         5 2 ,         Tambahan         Lembaran         N egara
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

11.  Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Apalatur   Negrra   dan
Refomrasi Birokrasi Nomor 53 Tchun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kineria, Pelaporan Kinelja, dan
Tatar Can  Reviu  atas  Laporan  Kineria  lnstansi  Pemerintah
q3erita Negara RepubHk indonesiaL Tchun 2014 Nomor 1842);

12.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagalnana tehall diuhah dengarl Peratulan Mentch Dalam
Negeri  Nomor   120  Tahun  2018   tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pemberit`ha     Hc>dut:    Hulaim     Daerah     q3erifa    Negrra
RepubtiklndonesiaTchun2018Nomor157);

13.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang   Tata    Cara    Perencanaan,    Pengendalian    dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang      Rencana
Pembangurian   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang
Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah,  dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;

15.  Peraturan  Menteri  Dalam`  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,       Kodefikasi,       dan      Nornenkfatur
Perencanani Pembangunan dan Keuangan  Daerah   (Berita
Negara      Republik    Indonesia  Tahun  2019    Nomor  1447)
junto  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889
Tahun    2021    tentang    hasil    Verifiikasi    dan    Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020
tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Peraturan   Pemerintah
Nomor   13  Tahun  2019  tentang  -haporan  dan  Evaluasi
Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17.  Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Taliun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangrn Daerah (Berita Negara
iiepublik indonesia fahun 2020 -Nomor 1781);  -

18.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   17  Tahun  2021
tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Ken.a  Pemerintah
Daerah   Tahun   2022   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tchun 2021 Nomor 496);

19.  Pelaturan   Menteri   Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Sistem
Manajemen   Kinelja   Pegawal   Negeri   Sipil   (Berita  Negrra
Republik Indonesia Tchun 202 1 Nomor 2 1 0) ;

20.  Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara  dan
Reforinasi    Birokrasi    Nomor    17    Tahun  --2021    tentang
Penye'taraan~ Jabatan   Administrasi   ke` -dalin   Jabatan
Fungsienal  Gerita  Negrfa  Republik  Indonesia  Tchuh  2021
Nomor 525);

21.  Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2016   Nomor   12,   Serf   D.7)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah
Kabupaten    Cirebon    Nomor    1    Tahun    2021    tentang
Perubahan  atas  Peraturan   Daerah  Kabupaten   Cirebon
Nomor    12    Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan
Sus,unan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1) ;

22.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Rericana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tchun    2019-2024   (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun 2019  Nomor 50)  sebagaimana telah diubah dengan

::rftiiananBaut¥a¥ti;ecr::uT=N8°ump:rt±9£o=¥ru:72£¥utnen2to¥8
tentang  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Cirebon   Tahun   2019-2024   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 93) ;

23.  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  I  fahun  2022  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Fungsi  serta
Tata  Kelja  Peran8kat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

24.  Peraturm  Bupati`  Cirehorf  Nomor  33  Tchun  2022  tentang
Tugas, F\mgsi dan Tata Kelja Kecamatan Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33) ;

25.  Keputucan     Bupati     Cirebon     Nomor     051.2/Kep.647-
Kec.   Tengahiani/2021   tentang  Tim  Penyusun   Rencana
Keija      Kecamatan      Tengalltarri      Kabupaten      Circhon
Tchun 2022;



Mchperhatikan    :    1.    Surat    Edaran    Bupati    Cirebon    Nomor     151.1/1756/
Bappelitbangda  tanggal  2  Juni  2022  tentang  Pedoman
Penyusunan   Perubahan   RKPD   dan   Perubahan   Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022 ;

2.    Surat      Kepala      Bappelitbangda      Habuprten      Cife:ha
Nomor   005/669-PPEDP   tanggal    1    Juli   2022    Perihal
Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

:   Melakukan Perubahan Rencana Ken.a Kecamatan Tengahtani
Tahun   2022   temtama  terkait  pagu   anggaran   dan   target
indikator kinelja dengan sistematika sebagal berikut :

BAB I     PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang
1.2   Landasan Hukum
1.3   Maksud dan Tujuan
1.4   Sistematika penulisan

BABII    EVALUASI      PELAKSANAAN      RENJA      KECAMATAN
TENGAHTANI TAHUN 2022
2.1    Evaluasi       Pelaksanaan       Renja      Kecamatan

Tengahtani  Tahun  2022  dan  Capaian  Renstra
Kecamatan Tengahtani

2.2   Tf:nalgr:£istan£  RIneq.a       Pelayanan       Kecamatan

2.3   Isu-isu    Penting   Penyelenggaraan   Tugas   dan
FTlngsi Kecamatan Tengahtani

2.4   Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5   Penelaahan    Uraian    Program    dan    Kegiatan

Masyarakat

BABIII  TUJUAN,       SASARAN,       RENCANA      KERJA      DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.I   Telaahan    terhadap    Kebijakan    Nasional    dan

Provinsi
3.2   Tujuan      dan      Sasaran      Perubahan      Renja

Kecamatan Tengahtani
3.3   Program   Kegiatan,   Perubahan   Rencana   Kelja

dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV  PENUTUP
KEDUA                :   Uraian  sistematika  Perubahan  Renja  Kecamatan  Tengahtani

Tahun  2022  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU
sebagaimana  tercantum  dalam  Lanpiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA                :   Maksud   disusunnya   Perubahan   Renja   Perangkat   Daerah
Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi    Perangkat Daerah
dalam    menyusun    dan    mensinkronisasikan    perubalan
perencanaan,    penganggaran    dan    pelaksrmaan    program,
kegiatan  dan  subkegiatan  pembangunan  serta  mengevaluasi
hasil    kinelja    perangkat    daerah    pada    tahun    ben.alan
berdasarkan   capaian  target  indikator  program  yang   tel€in
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ditetapkan   dengan   berpedoman   pada   Perubahan    RKPD
Tchun 2022.

KEEMPAT             :   Tujuan  disusunnya  Perubahan  Renja  Kecamatan  Tengahtani
Tchun 2022 yaitu :
a.  sebagai    penjabaran    dari    Renstra    Perangkat    Daerah

Tahun 2019-2024;
b.  sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah;
c.   mewujudkan     integrasi,     sin]anohisrasi,     dan     hamionicasi

#raeynah-h¥andanfunp:E8an£:p=npeEbibfa8fu±anp=m¥rLns¥°±
belidasarhan Perubahan RKPD Tahuri 2022 ;

d.  sebagai   instrumen   dalam   mengukur   capaian   kinelja
peran8kat  daerah  berdasarkan  capaian  target  indikator
program yang telah ditetapkan.

REIJMA                :   Camat   selaku   Pengguna   Anggaran   mempunyai   tanggung
jawab  atas  pencapaian  target  sasaran  strategis  dan  target
oztteome  program  yang  tercantum  dalam  Perubahan  Renja
Tahun 2022.

REENAM               :   Kepala Seksi dan  Kepala Srib  Bagian  selaku  Pejabat  Pelaksana
Teknis  Kegiatan  mempunyal  tanggung jawab  atas  pencapalan
target outrct kegiatan dan sub keSatan yang tercantum dalam
Peinbchan Renja Kecamatan Tengahtani Taliun 2022.

IayruJUH             :   Keputusan Bupati ini mulai-beflaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal    8   November   2022

ftK"orREBOIN,ff

rd IMRON

Tembusan :
1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspcktur Kabupaten Cirebon.
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•      I                     ditetapkan    dengan    berpedoman    pada    Perubahan    RKPD
Tahun 2022.

KEEMRAT             .   Tujuan  disusunnya Perubahan  Renja  Kecamatan  Tengahtani
Tahun 2022 yaitu :
a.  sebagal    penjabaran    dari    Renstra    Perangkat    Daerah

Tahun 2019-2024;
b`  sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah;
c.  mewujudkan    integrasi,     sinkronisasi,     dan    harmonisasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor,
wilayah    dan    fungsi    maupun    tin8katan    pemerintahan
berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;

d.  sebagai   instrumen   dalam   mengukur   capaian   kineria
perangkat  daerah  berdasarkan  capaian  target  indikator
program yang telah ditetapkan.

REIJRA

REENAM

:   Camat   selaku   Pengguna   Anggaran   mempunyal   tanggung
jawab  atas  pencapaian  target  sasaran  strategis  dan  target
outeome  program  yang  tercantum  dalam  Perubahan  Renja
Tahun 2022.

:   Kepala Seksi dan Kepa]a Sub Bagian  selaku  Pejabat Pelaksana
Teknis  Kegiatan  mempunyai  tanggung jawab  atas  pencapajan
target ou±pr± kegatan dan sub kesatan yang tercantum dalam
Perubahan Renja Kecamatan Tengahtani Thhun 2022 .

KEruruH            :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal    8   November   2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kribupaten Cirebon.
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A 11
PHMERINTAH  KABUPATEN CIREB0N
KECARATA ENGAHTANI

Jalan Pahlawan No. 67 Dawuan Tengahtani - Kode Pos 45174

CIRE B 0N           .

NOTA  DINAS

Kepada Yth        :   Bapak Bupati cirebon
Dari                     :   Camat Tengahtani Kabupaten cirebon
Tanggal               :    Ia    Oktober2022
Nomor                 :   051.2/3f5   Kec.Tengchtani/2022
Si fat                     :   Penting
LLampiran             :    I (satu) berkas
Perihal                 :   Permohonan Kesediaan pengesahan Keputusan Bupati cirebon tentang perubchan

Rencana Keria Kecamatan Tengahtani Kal]upaten Cirebon Tahun 2022

Disampaikan   dengan   hormat,      bahwa   berdasarkan   Pasal   125   Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerch,  Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jan9ka  Panjang  Daerah  dan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerch,  serta  Tata  Cara  Perubahan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengch Daerch, dan Rencana Kelja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah perlu

menyusun Perubahan Rencana Keri a (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat

mengesahkan   Keputusan   Bupati   Cirebon   tentang   Perubahan   Rencana   Kerja

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sanpaikan  terima kasih.

CARA

HARD

NGAHTANI

NIP.19740

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hulcum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

021993111001


